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Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara. Adanya 

wewenang pemerintah pusat kepada daerah tentang otonomi daerah untuk 

mengurus sendiri pemerintahannya terutama pada penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Kegiatan Praktek 

Kerja Nyata (PKN) ini meliputi : (1) Mempelajari tentang pajak daerah khususnya 

pajak mineral bukan logam dan batuan yang meliputi perhitungan, penetapan, 

penyetoran dan pelaporan, (2) membantu tugas administrasi dan pembukuan yang 

ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Besarnya tarif 

yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan 

sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) sedangkan tarif untuk pajak mineral 

bukan logam dan batuan ditetapkan berdasarkan nilai jual yang ditetapkan dalam 

Keputusan Bupati. 

Perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah 

adanya kelengkapan data objek pajak yang telah diisi pada Surat Pemberitahuan 

Pajak (SPT). Perhitungan dilakukan oleh petugas sesuai dengan data objek pajak 

dan tarif yang berlaku. Penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan 

dilakukan setelah dihitung besarnya pajak yang terhutang melalui Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditandatangani oleh kepala bagian penetapan.  

Penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dilakukan 

dengan membawa SKPD sebagai lampiran bukti pajak terutang ke Bank Jatim. 

Setelah menerima bukti penyetoran serta tanda lunas pada SKPD yang akan 

digunakan sebagai lampiran pada saat pelaporan ke Dinas Pendapatan Daerah. 
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Pelaporan dilaksanakan dengan membawa bukti penyetoran dan SKPD yang telah 

diberi tanda lunas ke Dinas Pendapatan Daerah untuk dihapuskan hutang pajak 

pada sistem data base. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 415/UN25.1.2/SP/2016, Program 
Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Jember) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang bertujuan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan 

ketertiban dunia yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

alinea ke IV. Berdasarkan tujuan tersebut, negara memiliki dua tugas yaitu tugas 

rutin dan tugas pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, negara 

membutuhkan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan negara antara lain: 

bantuan luar negeri, hasil bumi, hasil perusahaan – perusahaan milik negara, 

denda-denda, termasuk pungutan berupa pajak. 

Pajak menjadi salah satu alternatif yang sangat potensial dalam pembiayaan 

negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, 

sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang 

relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam 

membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak negara 

(pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan negara 

bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran 

pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah. (Pamungkas, 2015:1) 

Menurut Mardiasmo (2011:12) pajak daerah, yang selanjutnya disebut 

pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang diperoleh akan 

sangat membantu dalam menjalankan program-progam yang telah direncanakan 

oleh Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia wajib untuk membayar pajak 

tidak hanya pajak pusat saja tetapi pajak daerah juga.  

1 
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Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun 

Kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Jenis pajak 

daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 antara 

lain sebagai berikut : 

a. Jenis Pajak Provinsi : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok. 

b. Jenis Pajak Kabupaten/kota : 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: dan 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, Kabupaten Banyuwangi menyusun kebijakan untuk mengurus dan 

mengatur pemerintahannya. Kebijakan yang diatur didalamnya salah satunya 

adalah sumber Pendapatan Asli Daerah yang didominasi dari sektor pajak. Untuk 

mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah tertama pajak dan retribusi daerah, 

pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan kewenangannya kepada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pajak yang dikelola oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi No 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang telah diubah dengan 
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Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Miniral Bukan Logam 

dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh juga tinggi jika dilihat dari jumlah 

realisasi penerimaan pendapatan daerah selama 3 tahun terakhir ini. Hal tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun 

Anggaran 2013-2015) 

No. 
Tahun 

Anggaran 

Target Penerimaan 

(Rp) 
Realisasi (Rp) 

Presentase 

(%) 

1 2013 171.602.586.394,67 183.024.155.839,06 106,66 % 

2 2014 225.108.843.353,75 283.326.689.233,03 125,86 % 

3 2015 303.235.751.986,52 346.712.332.422,82 114,34 % 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016 

 

Dari data tersebut, realisasi penerimaan pendapatan tahunan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2013-2015 selalu 

memenuhi target penerimaan bahkan terkadang melebihi target penerimaan. 

Presentase di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 19,2 % dari tahun 

sebelumnya. Sedangkan di tahun 2015 presentase penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah mengalami penurunan sebesar 11,52 % dari tahun sebelumnya. Bagi 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi target penerimaan yang selalu 

meningkat setiap tahunnya tidak menjadi halangan bahkan sebagai pemicu dan 

motivasi dalam upaya meningkat kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari 

penerimaan dan realisasi dari setiap tahunnya. 

Pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan 

kontribusi cukup besar dalam penerimaan kas daerah.  Setiap pajak daerah yang 
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dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi 

yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target 

penerimaan yang berbeda-beda terhadap masing-masing jenis pajak sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah 

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 

No. 
Jenis 

Pendapatan 

Target Penerimaan 

(Rp) 
Realisasi (Rp) 

Presentase 

(%) 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1. Pajak Hotel 1.840.000.000,00 3.368.454.736,00 183,07 % 

2. Pajak Restoran 2.800.000.000,00 4.953.007.419,00 176,89 % 

3. Pajak Hiburan 901.500.000,00 1.370.498.982,00 152,02 % 

4. Pajak Reklame 2.176.500.000,00 2.242.294.638,00 103,02 % 

5. Pajak 

Penerangan 

Jalan 

45.504.997.546,00 44.754.343.848,00 98,35 % 

6. Pajak Parkir 250.000.000,00 421.861.800,00 168,74 % 

7. Pajak Air 

Tanah 

1.465.000.000,00 2.318.805.394,00 158,28 % 

8. Pajak 

Mineral 

Bukan Logam 

dan Batuan 

1.699.000.000,00 2.176.555.481,15 128,11 % 

9. Pajak Bumi 

dan Bangunan 

24.500.000.000,00 25.930.251.200,00 105,84 % 

Bersambung 
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Sambungan 
(a) (b) (c) (d) (e) 

10. Bea Perolehan 

Hak Atas 

Tanah dan 

Bangunan 

15.500.000.000,00 28.968.946.929,00 186,90 % 

11. Retribusi 

Daerah 

26.970.369.735,00 31.303.398.937,00 116,07 % 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016 
 

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut 

pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu penyumbang 

Penerimaan Asli Daerah (PAD) meskipun tidak terlalu besar presentase dalam 

pencapaian realisasi dari target yang ditentukan, yaitu sebesar 128,11 %. Pajak 

mineral bukan logam dan batuan memiliki kontribusi yang cukup besar setiap 

tahunnya terhadap penerimaan kas daerah. Hal ini dapat dilihat dari potensi 

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan setiap tahunnya selalu 

meninggkat dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berikut penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan selama 3 tahun 

terakhir: 

 

Tabel 1.3 Target dan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 

2013, 2014 dan 2015)  

No. 
Tahun 

Anggaran 

Target Penerimaan 

(Rp) 
Realisasi (Rp) 

Presentase 

(%) 

1 2013 465.000.000,00 1.273.469.035,00 273,86 % 

2 2014 1.305.000.000,00 2.068.718.850,00 158,52 % 

3 2015 1.699.000.000,00 2.176.555.481,15 128,11 % 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 
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Berdasarkan tabel 1.3, pada tahun 2014 penerimaan pajak mineral bukan 

logam dan batuan mengalami penurunan sebesar 115,34 % dari tahun 2013 

dikarenakan adanya peningkatan target penerimaan yang sebelumnya Rp. 

465.000.000,00 menjadi Rp. 1.305.000.000,00. Begitu juga di tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar 30,41 % dari tahun 2014 alasannya sama karena 

adanya peningkatan target penerimaan dari Rp. 1.305.000.000,00 menjadi Rp. 

1.699.000.000,00. Walaupun presentase penerimaan setiap tahunnya tidak 

mengalami peningkatan yang signifikan tetapi realisasi penerimaannya selalu 

memenuhi target bahan melebihi target penerimaan yang sudah ditetapkan. 

Terjadinya kenaikan tersebut disebabkan oleh besarnya potensi yang dimiliki oleh 

pajak mineral bukan logam dan batuan yang selalu mengalami peningkatan.  

Pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan atas penggalian mineral 

bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh penambang yang memiliki legalitas 

atau izin melakukan kegiatan pertambangan. Namun lamanya waktu yang 

dibutuhkan untuk proses mengajukan izin usaha pertambangan mengakibatkan 

para penambang kurang berkenan untuk mengajukan permohonan izin usaha 

pertambangan sehingga penambang di Kabupaten Banyuwangi banyak yang 

belum memiliki izin usaha pertambangan. Oleh sebab itu untuk mengatasi 

masalah tersebut pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan pajak atas 

pemanfaatan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dalam upaya 

memenuhi target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pemanfaat 

yang dimaksud adalah pemanfaat yang dilakukan oleh rekanan pemerintah daerah 

Kabupaten Banyuwangi baik dari dalam maupun dari luar daerah yang ditunjuk 

langsung atau melalui tender proyek pembangunan sarana prasaran yang 

menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 

Kabupaten Banyuwangi.  

Menurut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 

pada bulan Januari-Maret 2016 sudah tercatat ada 203 Wajib Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan sudah terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. Dari jumlah tersebut 5 Wajib Pajak merupakan penambang yang 

sudah memliki izin atau legalitas untuk melakukan kegiatan pertambangan. 
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Sedangkan 198 Wajib Pajak lainnya merupakan Commanditaire Vennootschap 

(CV) yang melakukan pemanfaatan bahan galian mineral bukan logam dan 

batuan. 

Sistem pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan self assessment system 

sehingga menguntungkan Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya masih ada wajib 

pajak yang belum sadar betapa pentingnya untuk membayar pajak dengan 

melakukan penghindaran pajak atau dengan membayar pajak sekecil mungkin. 

Hal ini menjadi tugas bagi petugas pendataan dan penagihan untuk mendatangi 

wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga lebih 

aktif dalam memenuhi kewajibannya. 

Berdesarkan penjelasan diatas, penulis akan membahas laporan tugas akhir 

yang berjudul: “Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi”. 

 

1.2  Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul 

adalah: 

Bagaimana Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

Praktik Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan 

oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan 

dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu : 
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1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui 

dan memahami mekanisme perhitungan, penetapan, penyetoran, dan pelaporan 

pajak mineral bukan logam dan batuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi yang berwenang dalam memungut pajak daerah. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

A. Bagi Mahasiswa: 

1) Agar dapat mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan dalam kegiatan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata; 

2) Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dibidang perpajakan 

maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

3) Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan 

dibekali keahlian, keterampilan dan pengalaman yang diperoleh sewaktu 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata; 

4) Dapat memahami aplikasi ilmu yang telah didapat di instansi; 

5) Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai 

penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember; 

6) Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan 

pendidikan Diploma III Perpajakan. 

B. Bagi Universitas: 

1) Menjalin kerjasama yang baik antar pihak Universitas dengan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 

2) Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan; 

3) Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten 

dibidangnya di Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III 

Perpajakan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Pajak  

2.1.1 Pengertian Pajak  

         Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapat jasa – jasa timbal 

yang langsung dapat dirasakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib 

rakyat ke kas negara yang bersifat memaksa diatur dalam Undang-Undang tanpa 

adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah. Dapat disimpulkan juga bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut : 

a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat 

maupun daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang. 

b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. 

Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan Undang-Undang 

beserta peraturan pelaksanaannya. 

c. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi (timbal balik) secara 

langsung dari pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

    Pajak memiliki beberapa fungsi pokok diantaranya : 

a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (Budgetair) 

Devano dan Rahayu (2006:26) mengungkapkan bahwa fungsi budgetair 

adalah fungsi utama, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat 

untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-

9 
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Undang perpajakan berlaku. Sedangkan Resmi (2014:3) menjelaskan bahwa pajak 

merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, 

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Dari 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber 

pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk keperluan-keperluan 

pengeluaran negara. 

b. Fungsi Pengatur (Regulerend) 

Fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebikan pemerintah untuk 

mencapai tujuan tetentu (Devano dan Rahayu, 2006:28), sedangkan menurut 

Resmi (2014:3) fungsi regulerend adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

Berdasarkan pendapat di atas fungsi regulerend (pengatur) dapat dibagi 

menjadi dua fungsi diantaranya : 

1) Fungsi ekonomi  

Fungsi ekonomi berfungsi untuk mengatur roda perekonomian seperti 

mengatur jalannya inflasi terhadap nilai tukar uang. 

2) Fungsi sosial 

Fungsi sosial berfungsi mengatur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

sosial seperti menciptakan jaminan sosial, menciptakan sarana-prasarana 

umum, membantu menciptakan kesejahteraan sosial dengan cara membagi 

penghasilan dan kekayaan negara secara merata. 

 

2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak 

a. Wajib Pajak 

Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak menurut ketentuangan perundang-undangan perpajakan 

yang mempunyai kewajiban perpajakan. 
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b. Subjek Pajak 

Orang pribadi atau badan, atau kesatuan lainnya yang dapat dikenakan 

pajak. 

c. Objek Pajak 

Segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dikenkan pajak. 

 

2.1.4 Pengelompokan Pajak 

Pajak di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Jenis tersebut dibagi menjadi 

beberapa kelompok berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. 

Adapun penjabarannya sebagai berikut : 

a. Menurut Golongannya, dibedakan menjadi 2 : 

1) Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung pada wajib pajak dan 

ditanggung sendiri pajaknya berdasarkan kemampuan serta pendapatan yang 

diperoleh. Sedangkan menurut Devano dan Rahayu (2006:44) pajang 

langsung adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau 

badan (tax burden) tidak dapat dilimpahkan (no tax shifting) kepada pihak 

lain.  

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya dipungut ketika terdapat 

peristiwa seperti pergerakan barang tidak bergerak, pembuat akta dan lain-

lain, dan pajak ini tidak mempergunakan surat ketapan pajak, atau dapat 

dialihkan pada orang lain. Menurut Madiasmo (2011:5) berpendapat bahwa 

pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Menurut Sifat, dibedakan menjadi 2 : 

1) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif adalah pajak yang melekat pada subjeknya. Rosdiano dan 

Tarigan (2005:70) menyatakan bahwa pajak subjektif adalah pajak yang 
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memerhatikan keadaan wajib pajak, yaitu untuk menetapkan pajaknya harus 

ditemukan alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan material 

atau yang disebut dengan gaya pikulnya. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Objektif 

Pajak objektif adalah pajak yang melekat pada objeknya. Resmi (2014:8) 

mengemukakan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya 

memerhatikan objeknya baik berupa benda, kendaraan, perbuatan, atau 

peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat 

tinggal. 

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

c. Menurut Lembaga Pemungut, dibedakan menjadi 2 : 

1) Pajak Pusat 

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasarkan 

peraturan-peraturan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Mardiasmo (2011:6) mengungkapkan pajak pusat yaitu pajak yang dipungut 

oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

berdasarkan peraturan-peraturan dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga daerah. Prakoso (2003:1) mengemukakan pajak daerah adalah pajak-

pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Provinsi, Kabupaten, 

Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil 

pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. 
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Bardasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah pajak daerah dibagi  atas : 

a. Pajak Provinsi : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok. 

b. Jenis Pajak Kabupaten/kota : 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Dan lain-lain. 

 

2.1.5 Tarif Pajak 

Tarif pajak di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan jenis dan potensinya 

masing-masing. Meiliala (2007:15)  mengemukakan bahwah tarif pajak dibagi 4 

(empat) macam yaitu : 

a. Tarif Proporsionil 

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki nilai tetap. Dalam tarif ini objek 

pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Tarif Progresif 

Tarif ini merupakan tarif yang persentase pengenaanya semakin meningkat 

apabila objek pajaknya juga meningkat. Maka dengan tarif ini pajak akan 

bertambah besar tidak sepadan melainkan berlipat ganda. 

Contoh :  Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 17 . 

c. Tarif Degresif 

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki ciri-ciri persentase pengenaan pajak 

semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak. 
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d. Tarif Tetap 

Tarif ini merupakan tarif yang jumlah pengenaanya tetap walapun objek 

pajaknya berubah-ubah. 

Contoh : Bea Materai. 

  

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Devano dan Rahayu (2006:38) pajak didasarkan pada asas-asas 

tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya 

sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya 

memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian harta yang 

dimiliki penduduknya. Asas-asas tersebut adalah: 

1. Asas Domisili 

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. 

Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan 

pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak 

yang menurut undang-undang dikenakan pajak. 

2. Asas Sumber 

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak 

diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika disuatu 

negara terdapat sautu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut 

pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. 

3. Asas Kebangsaan 

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan 

kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas 

yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan 

dari suatu negara. 

 

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan 

pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang perlu diperhatikan ada beberapa 

sistem yang biasa digunakan. Diantaranya yaitu: 
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a. Official Assessment System 

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak kewenangan 

sepenuhnya di pegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang 

terhutang dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya 

jumlah pajak yang terhutang. 

Berdasarkan pengertian di atas  ciri-ciri dari Official Assessment System yaitu : 

1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang; 

2) Wajib pajak bersifat pasif; 

Contoh Official Assessment System adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

Pajak Kendaraan Bermotor. 

b. Self Assessment System 

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

kewenangan sepenuhnya berada di wajib pajak. dalam sistem ini wajib pajak 

diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti 

menghitung, menyetor, serta malaporkan sendiri pajaknya. 

Berikut Ciri-ciri dari Self Assessment System adalah : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak 

sendiri; 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang; 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

Contoh Self Assessment System adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

c. With Holding System 

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

kewenanganya berada di pihak ketiga. Pihak ketiga yang menentukan besarnya 

pajak terutang wajib pajak. 

Ciri-ciri dari With Holding System yaitu wewenang yang menentukan besarnya 

pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib 

Pajak. 
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Contoh With Holding System adalah PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh orang yang 

diberi kuasa untuk melakukan pelaporan. 

 

2.1.8 Syarat Pemungutan Pajak 

Proses pemungutan pajak harus memperhatiakan aturan-aturan yang 

berlaku. Aturan tersebut berupa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam 

proses pemungutan pajak. Secara umum syarat pemungutan pajak di bagi menjadi 

5 diantaranya yaitu:  

a. Pemungutan harus adil (Syarat keadilan) 

Pemungut harus adil artinya pemungutan harus berdasarkan undang-undang 

dan hukum yang berlaku. Pemungutan harus dilakukan tanpa melihat status 

sosial seorang tetapi pemungutan harus dilakukan berdasarkan kemampuan 

dan penghasilan yang diperoleh. Mardiasmo (2011:2) menjelaskan bahwa 

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara 

umum dan merata, yaang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Sedangkan adil dalam pelaksanannya adalah dengan memberikan hak bagi 

wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai 

jaminan hukum. Mardiasmo (2011:2) mengemukakan pemungutan pajak 

telah di atur dalam undang-undang 1945 yang telah di atur dalam pasal 23 

ayat 2. Hal ini guna untuk memberikan jaminan hukum yang menyatakan 

keadialan, baik bagi negara maupun warganya.  

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu jalanya kegiatan perekonomian yang 

dapat menimbulkan kendala dalam proses produksi. Menurut Mardiasmo 

(2011:2) dalam melakukan pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran 

kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan 

kelesuan perekonomian masyarakat. 
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d. Pemungutan pajak harus efesien (Syarat Finansial) 

Biaya pemungutan harus efesien artinya pemungutan pajak harus dapat 

ditekan lebih rendah sehingga tidak memberatkan masyarakat. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan bagi masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban perpajakanya, selain itu dapat mendorong 

masyarakat untuk tertarik dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakanya.(Mardiasmo,2011:2) 

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Dasar Hukum 

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : 

a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

 

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah 

adalah kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  

badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  

mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  

Daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah 

a. Wajib Pajak Daerah 

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang 

terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 
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b. Subjek Pajak Daerah 

Subjek Pajak Daerah orang  pribadi  atau  Badan  yang  dapat  dikenakan 

Pajak daerah.  

c. Objek Pajak Daerah 

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah. 

 

2.2.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah 

Kurniawan dan Purwanto (2004:47) mengemukakan bahwa kewenangan 

pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi: 

a. Pajak daerah provinsi dan 

b. Pajak daerah kabupaten atau kota 

Kewenangan tersebut memiliki perbedaan dalam pemungutanya. Perbedaan 

tersebut sebagai berikut: 

a. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, 

sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada 

pemerintah daerah kabupaten/kota. 

b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak 

provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas 

berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas 

objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang. 

 

2.2.5 Pengelompokkan Pajak Daerah 

Berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi 2 : 

a.  Pajak Provinsi 

Menurut Prakoso (2003:3) pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut 

oleh pemerintah tingkat provinsi. 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 
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2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. 

5) Pajak Rokok 

b.  Pajak Kabupaten/Kota 

Menurut Prakoso (2003:3) pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang 

dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota. 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota terdiri 

atas: 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Parkir; 

5) Pajak Reklame; 

6) Pajak Sarang Burung Walet; 

7) Pajak Penerangan Jalan; 

8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C); 

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

10) Pajak Air Bawah Tanah; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.2.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah 

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  paling tinggi sebesar : 

a. Pajak Propinsi : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%; 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%; 

5) Pajak Rokok 10%. 
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b. Pajak Kabupaten/Kota: 

1) Pajak Hotel 10%; 

2) Pajak Restoran 10%; 

3) Pajak Hiburan 35%; 

4) Pajak Parkir 30%; 

5) Pajak Reklame 25%; 

6) Pajak Sarang Burung Walet 10%; 

7) Pajak Penerangan Jalan 10%; 

8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%; 

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%; 

10) Pajak Air Bawah Tanah 20%; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5% 

 

2.3 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

2.3.1 Dasar Hukum  

Dasar hukum pajak mineral bukan logam dan batuan adalah : 

a. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah. 

c. Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. 

 

2.3.2 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan  pengambilan  mineral  bukan  

logam  dan  batuan, baik  dari  sumber  alam  di  dalam  dan/atau  permukaan  

bumi untuk dimanfaatkan. Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  adalah  mineral  

bukan  logam  dan  batuan  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  peraturan  

perundang-undangan  di  bidang  mineral  dan batubara. 
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2.3.3 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak  

a. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Objek Pajak Menurut Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 

adalah kegiatan pengambilan  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan yang 

meliputi: 

1).  asbes;     18).  marmer;  

2).  batu tulis;     19).  nitrat; 

3).  batu setengah permata;    20).  opsidien; 

4).  batu kapur;    21).  oker; 

5).  batu apung;     22).  pasir dan kerikil; 

6).  batu permata;     23).  pasir kuarsa; 

7).  bentonit;      24).  perlit; 

8).  dolomit;       25).  phospat; 

9).  feldspar;      26).  talk; 

10).  garam batu (halite);   27).  tanah serap (fullers earth); 

11).  grafit; dd.  tanah liat;   28). tanah diatome; 

12).  granit/andesit;    29).  tawas (alum); 

13).  gips;     30).  tras; 

14).  kalsit;     31).  yarosif; 

15).  kaolin;     32).  zeolit; 

16).  leusit;     33).  basal; 

17).  magnesit;     34).  trakkit; 

17).  mika;     35).  belerang. 

Objek Pajak tersebut dikecualikan dalam pengenaan pajak apabila : 

1. Kegiatan  pengambilan  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  yang 

nyatanya  tidak  dimanfaatkan  secara  komersial,  seperti  kegiatan  

pengambilan  tanah  untuk  keperluan  rumah  tangga,  pemancangan  tiang  

listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; 
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2. Kegiatan  pengambilan  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  yang 

merupakan  ikutan  dari  kegiatan  pertambangan  lainnya,  yang  tidak  

dimanfaatkan secara komersial. 

b. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011  adalah orang pribadi atau  Badan yang 

dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

c. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 orang pribadi atau  Badan yang dapat 

mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

 

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 

Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai  Jual Hasil 

Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai Jual dihitung dengan 

mengalikan  volume/tonase  hasil  pengambilan  dengan  nilai  pasar  yang berlaku  

di daerah  atau  harga  standar  masing-masing  jenis mineral  bukan  logam dan 

batuan. Nilai Pasar yang dimaksud adalah  harga  rata-rata yang  berlaku  di  

lokasi atau tempat di  wilayah  pengambilan  mineral  bukan logam dan batuan.  

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 menetapkan 

tarif Pajak Mineral Non Logam dan Batuan di tetapkan sebesar 25%. Rumus 

Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

 

 

2.4 Akuntansi Pajak 

2.4.1 Definisi Akuntansi Pajak 

Menurut Meliala (2007:29) akuntansi adalah proses pengidentifikasi, 

pencatatan, penyampaian dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan 

pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai. Dari definisi 

tersebut dapat dijelaskan bahwa akuntansi pajak adalah proses kegiatan 

DPP X Tarif 25% 
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pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian yang berkaitan dengan 

perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan 

perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Sedangkan menurut Waluyo (2008:19) 

akuntansi pajak (tax accounting) dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap 

mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam 

ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang 

berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa 

keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan 

undang-undang. 

 

2.4.2 Teori dari Prinsip Akuntansi Pajak 

Waluyo (2008:20) memaparkan teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan 

logis dalam bentuk susunan set prinsip yang luas: 

1. Memberikan kerangka umum dari rujukan di mana prinsip akuntansi dapat 

dinilai; 

2. Pedoman pengembangan praktik dan prosedur baru. 

Menurut Waluyo (2008:20) akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu 

prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya 

terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai 

kebijakan pemerintah. 

 

2.4.3 Tujuan Utama Akuntansi 

Dalam Meliala (2007:29) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan 

informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha 

(Bussines Enterprise) yang hasilnya berupa laporan keuangan.  

 Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk 

keuangan yang terdiri atas: 

a. Laporan pendapatan; 

b. Neraca; 

c. Laporan perubahan modal; 

d. Laporan arus kas. 
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2.4.4 Contoh Jurnal Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

a. Jurnal ketika Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebelum 

menerima pembayaran pajak: 

Piutang       XXX 

 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan   XXX 

b. Jurnal ketika Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi setelah 

menerima pembayaran pajak: 

Kas Daerah                                                              XXX 

 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  XXX 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

 

3.1 Gambaran Umum Instansi 

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Pada tahun 2009 terjadi efisiensi organisasi, DISPENDA digabung 

menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang 

berkantor di Jalan Adi Sucipto Banyuwangi. DPPKD terdiri dari Bagian 

Keuangan, Kas Daerah, dan Dinas Pendapatan.  

Bulan September tahun 2011 terjadi pemisahan lembaga teknis dengan 

lembaga administrasi. Yang menjadi lembaga teknis adalah Dinas Pendapatan 

Kabupaten Banyuwangi, yang saat ini berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprapto 

No. 140 Banyuwangi. Sedangkan Lembaga Administrasi adalah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terdiri dari Bagian 

Keuangan, Kas Daerah, dan Aset yang berkantor di kantor Pemerintah Daerah 

Jalan Ahmad Yani No. 100 Kabupaten Banyuwangi. 

 

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan 

tugasnya memiliki visi dan misi. Berikut visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi : 

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi : PAD Sumber 

Utama APBD (Pendapatan Asli Daerah menjadi Sumber Utama Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah).  

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

dirumuskan dengan mengacu pada visi dan tupoksi yang diemban, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas; 

2. Mewujudkan masyarakat sadar pajak dan retribusi; 

25 
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3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. 

 

3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Jaksa 

Agung Suprapto No. 140 Lingkungan Mojoroto Kelurahan Mojopanggung 

Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.   

 

3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi 

3.2.1 Kedudukan 

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana 

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mempunyai 

tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, 

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 56 Tahun 

2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi. 

 

3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pendapatan dan pengelolaan pasar; 

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar 

Daerah; 

b. Pengordinasian penyusunan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan 

Pasar Daerah; 
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c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan 

Pasar Daerah; 

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja 

bidang pendapatan; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

3.3  Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan 

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

terdiri atas: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris terdiri atas: 

1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian; 

2) Kasubag Keuangan dan Perlengkapan; 

3) Kasubag Penyusun Program. 

c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri atas: 

1) Kasi Pendataan dan Penetapan; 

2) Kasi Pendataan; 

3) Kasi Penetapan. 

d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas: 

1) Kasi Bidang Pengihan, Pengendalian dan Pelaporan; 

2) Kasi Penagihan; 

3) Kasi Pengendalian Operasional; 

4) Kasi Pelaporan. 

e. Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan/atau Bangunan) terdiri atas: 

1) Kasi PBB dan BPHTB; 

2) Kasi PBB; 

3) Kasi BPHTB. 
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f. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri atas: 

1) Kasi Pengelolaan Pasar; 

2) Kasi Retribusi dan Perizinan; 

3) Kasi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban. 

Gambar bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi dapat dilihat pada gambar 3.3.1 berikut: 
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Gambar 3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi 
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2016 
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3.3.2  Deskripsi Jabatan 

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No 56 Tahun 2011, adapun 

deskripsi jabatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai 

berikut:  

a. Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut : 

1) Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian 

bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar; 

2) Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas 

pokok dinas; 

3) Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

4) Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah 

dan retribusi daerah; 

5) Mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

pendapatan dan pengelolaan pasar. 

6) Melaksanakan  pembinaan  teknis  dan  administratif  pada  unit  

pelaksana  teknis  dinas  dan  pejabat  fungsional  di  lingkungan  

Dinas Pendapatan; 

7) Melaksanakan  pembinaan  pegawai  di  lingkungan  Dinas 

Pendapatan; 

8) Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

9) Memonitor  serta  mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bawahan agar 

sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang 

berlaku; 

10) Menyampaikan  laporan  hasil  evaluasi,  saran  dan pertimbangan  di 

bidang  tugas  dan  fungsinya  kepada  Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 
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b. Sekretaris  

Sekretaris memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan, 

melaksanakan, mengkordinasikan dan pengendalian kegiatan pengelolaan 

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, urusan umum dan penyusunan 

program. Selain tugas pokok tersebut, sekretaris juga memiliki tugas : 

1) Menyusun  rencana  sekretariat  berdasarkan  rencana kerja dinas; 

2) Menyelenggarakan  administrasi  umum,  kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 

fungsi dinas; 

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di 

lingkungan dinas; 

4) Menyelenggarakan  hubungan  kerja  di  bidang  administrasi dengan 

satuan kerja perangkat daerah terkait; 

5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung;  

6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pertimbangan karier;  

7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris memiliki beberapa fungsi, 

diantaranya: 

1) Pengelolaan  dan  pelayanan  administrasi  umum, kepegawaian, 

keuangan  dan  perlengkapan  untuk mendukung  kelancaran  

pelaksanaan  tugas  dan fungsi dinas; 

2) Pengkoordinasian  pelaksanaan  penyusunan  program  dan kegiatan di 

lingkungan dinas; 

3) Penyelenggaraan  hubungan  kerja  di  bidang  administrasi dengan 

satuan kerja perangkat daerah terkait; 

4) Pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh kepala dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan dibantu oleh kepala 

seksi. Masing-masing kepala seksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

a) Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian sesuai 

dengan rencana kerja dinas;  

(2) Melaksanakan  pelayanan  administrasi  umum,  urusan dalam,  urusan 

surat-menyurat,  ketatalaksanaan  dan kepegawaian;  

(3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung;  

(4) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

(5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya;  

(6) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

b) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  Sub  Bagian  Keuangan  dan Perlengkapan sesuai 

dengan rencana kerja dinas;  

(2) Melaksanakan  pengelolaan,  pengadministrasian  dan pembukuan 

keuangan dinas;  

(3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan dinas;  

(4) Menyusun  rencana  kebutuhan  dan  mendistribusikan barang 

perlengkapan; 

(5) Menyiapkan  bahan  untuk  penghapusan  barang  serta melakukan 

inventarisasi  barang  yang  dikelola  maupun dikuasai dinas; 

(6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung;  

(7) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya;  

(9) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 
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c) Kepala  Sub  Bagian  Penyusunan  Program  mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  Sub  Bagian  Penyusunan  program sesuai dengan 

rencana kerja dinas;  

(2) Menghimpun  bahan  dalam  rangka  perencanaan  program, kegiatan 

dan anggaran dinas;  

(3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;  

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung;  

(5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(7) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan.  

 

c. Bidang Pendataan dan Penetapan 

Bidang  Pendataan  dan  Penetapan  mempunyai  tugas   pokok 

melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB  dan  

BPHTB),  dan  retribusi  daerah,  penghitungan  dan penetapan  jumlah 

pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang terhutang. Selain memiliki 

fungsi pokok bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa tugas 

diantaranya: 

1) Menyusun  rencana  Bidang  Pendataan  dan  Penetapan sesuai dengan 

rencana kerja Dinas; 

2) Mengolah  data  subyek  dan  obyek  pajak,  dan  retribusi daerah 

melalui  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang (SPPT) serta 

pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi 

lainnya; 

3) Menyusun    daftar  induk  wajib  pajak  daerah,  dan  wajib retribusi 

daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang 

berkaitan dengan pendataan; 

4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah  pajak daerah, dan 

retribusi daerah; 
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5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendataan dan Penetapan 

memiliki beberapa fungsi, yaitu : 

1) Pengolahan   data  subyek  dan  obyek  pajak  (kecuali PBB dan  

BPHTB), dan  retribusi  daerah  melalui  Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan  atas  tembusan  

surat  dinas  dari  instansi lainnya; 

2) Penyusunan   Daftar  Induk  Wajib  Pajak  Daerah  (kecuali PBB dan 

BPHTB), dan wajib retribusi daerah; 

3) Penyimpanan  surat  perpajakan  dan  retribusi  daerah  yang berkaitan 

dengan pendataan; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian-bagian dari bidang pendataan dan penetapan yaitu: 

a) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas : 

(1) Menyusun  rencana  Bidang  Pendataan  dan  Penetapan sesuai dengan 

rencana kerja Dinas;  

(2) Mengolah  data  subyek  dan  obyek  pajak,  dan  retribusi daerah  

melalui Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutangn(SPPT) serta 

pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi 

lainnya;  

(3) Menyusun    daftar  induk  wajib  pajak  daerah,  dan  wajib retribusi 

daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang 

berkaitan dengan pendataan;  

(4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah  pajak daerah, dan 

retribusi daerah; 
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(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung;  

(6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;  

(8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

b) Kepala Seksi Pendataan memiliki tugas : 

(1) Menyusun  rencana  kerja  Seksi  Pendataan  sesuai  dengan rencana 

kerja dinas; 

(2) Menghimpun,  mengelola  dan  mencatat data  obyek  pajak, dan 

subyek pajak serta retribusi daerah; 

(3) Melakukan  pemeriksaan  lapangan/lokasi,  menyusun laporan hasil 

dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;  

(4) Mendistribusikan  dan  menerima  kembali  formulir pendaftaran yang 

telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah; 

(5) Membuat  dan  memelihara  daftar  induk  wajib  pajak  dan retribusi 

daerah; 

(6) Menyusun  laporan  formulir  pendaftaran  wajib  pajak  dan retribusi 

daerah yang diterima kembali; 

(7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 

(8) Menyimpan  arsip  surat  perpajakan  dan  retribusi  daerah yang 

berkaitan dengan pendataan; 

(9) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(10)Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(11)Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas  pokok dan fungsinya; 

(12)Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

c) Kepala Seksi Penetapan memiliki tugas: 

(1) Menyusun rencana kerja Seksi Penetapan sesuai  dengan rencana kerja 

dinas; 



36 
 

(2) Melaksanakan penghitungan penetapan  pajak  daerah dan  retribusi 

daerah; 

(3) Melaksanakan  penerbitan,  pendistribusian  dan penyimpanan  arsip 

surat  perpajakan  dan  retribusi  daerah yang berkaitan dengan 

penetapan; 

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(7) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan  

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan memiliki tugas pokok 

diantaranya yaitu : 

1) Melaksanakan  penagihan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah 

(kecuali   PBB  dan  BPHTB)  yang  telah  melampaui batas  waktu  

jatuh tempo, melayani  keberatan  dan permohonan  banding  serta  

mengumpulkan  dan  mengolah data  sumber-sumber  penerimaan  

daerah  lainnya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

2) Melaksanakan  perencanaan,  pengendalian  operasional serta 

pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan  pada Bidang 

Pendataan dan  Penetapan,  Bidang  Penagihan, Pengendalian  

Operasional  dan Pelaporan,  Bidang  PBB dan BPHTB dan Bidang 

Pengelolaan Pasar Bidang PBB dan BPHTB Bidang Pengelolaan 

Pasar. 
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Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penagihan, Pengendalian 

Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi: 

1) Pelaksanaan  penagihan  pajak  daerah  (kecuali  PBB  dan BPHTB) 

serta  memberikan  pelayanan  keberatan  sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

2) Penyiapan  laporan  realisasi  penerimaan  dan  tunggakan 

pemungutan/pembayaran/penyetoran  pajak  daerah, retribusi  daerah, 

realisasi  penerimaan/pengeluaran  dan sisa persediaan benda berharga 

secara berkala; 

3) Perencanaan,  pengendalian  operasional  dan  pengawasan intern 

terkait  dengan   pelaksanaan  pada   Bidang Pendataan  dan 

Penetapan, Bidang  Penagihan, Penendalian dan Pelaporan, Bidang 

PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar; 

4) Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian-bagian pada Bidang Penagihan, Pengendalian Dan Peloporan yaitu: 

a) Kepala  Bidang  Penagihan,  Pengendalian  dan  Pelaporan mempunyai 

tugas: 

(1) Menyusun   rencana  Bidang  Penagihan  dan  Pelaporan pendapatan 

sesuai dengan rencana kerja Dinas; 

(2) Melaksanakan   penagihan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah serta  

memberikan  pelayanan  keberatan  sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

(3) Menyusun  laporan  realisasi  penerimaan  dan  tunggakan 

pemungutan/pembayaran/penyetoran  pajak  daerah  dan retribusi 

daerah dan realisasi penerimaan/pengeluaran; 

(4) Melaksanakan  perencanaan,  pengendalian  operasional dan 

pengawasan  intern  terkait  dengan  pelaksanaan  pada Bidang 

Pendataan  dan  Penetapan,  Bidang  Penagihan, Pengendalian dan 

Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar; 
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(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

b) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  kerja  Seksi  Penagihan  Pendapatan sesuai 

dengan rencana kerja Dinas; 

(2) Menerbitkan  surat  tagihan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah; 

(3) Menerima  dan  memproses  permohonan  keberatan  dari wajib pajak 

daerah dan wajib retribusi daerah; 

(4) Memproses  penerbitan  surat  persetujuan  dan  atau penolakan 

permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah; 

(5) Menerima  semua  hasil  penagihan,  penerimaan  dan menyetorkan 

langsung ke rekening umum kas daerah; 

(6) Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional,  bimbingan dan  

petunjuk  kepada  semua  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan 

pemungutan pajak daerah; 

(7) Melaksanakan penertiban pajak daerah; 

(8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(9) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(11) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

c) Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas: 

(1) Menyusun rencana seksi pengendalian operasional  sesuai dengan 

rencana kerja dinas; 
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(2) Melaksanakan  kegiatan  perencanaan,  pengendalian  dan  

pengawasan  administrasi  atas  pelaksanaan  pemungutan pajak, 

retribusi dan pendapatan lainnya; 

(3) Menyelenggarakan  pembinaan  teknis  operasional, bimbingan dan  

petunjuk  kepada  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan pemungutan 

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya;Melaporkan  hasil  pelaksanaan  

tugas/kegiatan  kepada atasan. 

d) Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  kerja  Seksi  Pelaporan  Pendapatan sesuai 

dengan rencana kerja dinas; 

(2) Menyiapkan  laporan  secara  berkala  mengenai  realisasi penerimaan  

dan  tunggakan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  serta  pendapatan  

daerah  lainnya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;  

(3) Menyelenggarakan  pembukuan  semua  hasil  penerimaan daerah; 

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(7) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan.  

 

e. Bidang PBB dan BPHTB 

Bidang  PBB  dan  BPHTB  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan 

kegiatan  Pendataan  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  dan  Bea  

Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan 
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penghitungan, penetapan dan  penagihan  jumlah  pajak  yang  telah 

melampaui  batas waktu  jatuh  tempo,  melayani  keberatan  dan 

permohonan banding serta pelaporan. 

Untuk  melaksanakan  tugas  pokoknya Bidang PBB dan BPHTB 

mempunyai fungsi :  

1) Pengolahan   data  subyek  dan  obyek  PBB  dan  BPHTB melalui 

Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT) serta  pemeriksaan  

lokasi/lapangan  atas  tembusan  surat dinas dari Instansi lainnya; 

2) Penyusunan   daftar  Induk  Wajib  Pajak  PBB  dan  BPHTB, dan 

penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan denganpendataan; 

3) Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta 

menghitung  besarnya  angsuran  atas  permohonan wajib pajak;  

4) Penyusunan  laporan  realisasi  penerimaan  dan  tunggakan 

pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB; 

5) Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian-bagian bidang PBB dan BPHTB yaitu: 

a) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas : 

(1) Menyusun  rencana  Bidang  PBB  dan  BPHTB   sesuai dengan 

rencana kerja Dinas; 

(2) Mengolah    data  subyek  dan  obyek  PBB  dan  BPHTB melalui  

Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT) serta  pemeriksaan 

lokasi  /  lapangan  atas  tembusan  surat dinas dari Instansi lainnya; 

(3) Menyusun    daftar  Induk  wajib  PBB  dan  BPHTB  dan menyimpan 

surat perpajakan; 

(4) Melaksanakan   penghitungan  dan  penetapan  jumlah  PBB dan 

BPHTB  yang  terhutang  serta  menghitung  besarnya angsuran atas 

permohonan wajib pajak; 



41 
 

 

(5) Melaksanakan  penagihan  PBB  dan  BPHTB  serta memberikan 

pelayanan  keberatan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku; 

(6) Menyediakan    konsep  perencanaan  pendapatan  daerah yang 

bersumber dari PBB dan BPHTB; 

(7) Menyediakan  bahan  informasi  penerimaan  PBB  dan BPHTB 

sebagai  bahan  penyusunan  laporan  realisasi penerimaan; 

(8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(9) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;  

(11) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

b) Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :  

(1) Menyusun  rencana  Seksi  PBB  sesuai    dengan  rencana kerja dinas; 

(2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek  PBB serta 

menetapkan SPT PBB;  

(3) Melakukan  pemeriksaan  lapangan/lokasi  dan  menyusun laporan 

hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;  

(4) Mendistribusikan  dan  menerima  kembali  formulir pendaftaran yang 

telah diisi oleh wajib pajak; 

(5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB; 

(6) Membuat  laporan  tentang  formulir  pendaftaran  wajib  PBB yang 

diterima kembali; 

(7) Menetapkan  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  Daerah  (NPWPD) khusus 

PBB; 

(8) Menyimpan  arsip  surat  perpajakan  PBB  yang  berkaitan dengan 

pendataan pendapatan; 

(9) Menyampaian  Surat  Pemberitahuan  Obyek  Pajak  (SPOP) PBB 

kepada wajib pajak; 

(10) Menerbitkan surat tagihan PBB; 

(11) Menerima  dan  memproses  permohonan  keberatan  dari wajib PBB; 
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(12) Memproses  penerbitan  surat  persetujuan  dan/atau penolakan 

permohonan keberatan wajib pajak; 

(13) Menerima  semua  hasil  penagihan,  penerimaan  dan menyetorkan  

langsung ke rekening umum kas daerah; 

(14) Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional,  bimbingan dan 

petunjuk  kepada  semua  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan 

pemungutan  pajak  daerah,  PBB  dan pendapatan daerah lainnya; 

(15) Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan 

laporan penerimaan pendapatan; 

(16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(17) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(19) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

c) Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas : 

(1) Menyusun rencana Seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas; 

(2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek  PBB serta 

menetapkan SPT BPHTB; 

(3) Melakukan  pemeriksaan  lapangan/lokasi  dan  menyusun laporan 

hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali; 

(4) Mendistribusikan  dan  menerima  kembali  formulir pendaftaran yang 

telah diisi oleh wajib pajak BPHTB; 

(5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB; 

(6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB 

yang diterima kembali; 

(7) Menetapkan  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  Daerah  (NPWPD) khusus 

pajak BPHTB; 

(8) Menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan 

pendataan pendapatan; 
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(9) Menyampaian  Surat  Pemberitahuan  Obyek  Pajak  (SPOP) BPHTB 

kepada wajib pajak; 

(10) Menerbitkan surat tagihan pajak BPHTB; 

(11) Menerima  dan  memproses  permohonan  keberatan  dari wajib pajak 

BPHTB; 

(12) Memproses  penerbitan  surat  persetujuan  dan  atau penolakan 

permohonan keberatan wajib pajak BPHTB; 

(13) Menerima  semua  hasil  penagihan,  penerimaan  dan Menyetorkan 

langsung ke rekening umum kas daerah; 

(14) Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional,  bimbingan dan 

petunjuk  kepada  semua  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan 

pemungutan pajak BPHTB; 

(15) Melaksanakan  pengolahan  data  pajak  BPHTB  sebagai bahan 

penyusunan laporan penerimaan pendapatan; 

(16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(17) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

(18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(19) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

f. Bidang Pengelolaan Pasar 

Bidang  Pengelolaan  Pasar  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan 

penyusunan  dan  pelaksanaan  program pengelolaan pasar.  

Untuk  melaksanakan  tugas  pokoknya Bidang Pengelolaan Pasar 

mempunyai fungsi : 

1) Perumusan  kebijakan  dan  penyusunan  rencana  teknis pengelolaan 

pasar  termasuk  di  dalamnya  peningkatan sarana dan prasarana; 

2) Pelayanan  masyarakat  menyangkut  penyediaan  tempat yang  sehat 

dan  memenuhi  syarat  untuk  berjualan  dan berbelanja bagi 

masyarakat; 



44 
 

3) Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas 

bangunan pasar; 

4) Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya 

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan yang 

berlaku; 

5) Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;  

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Bagian-bagian dari Bidang Pengelolaan Pasar yaitu: 

a) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:  

(1) Menyusun   rencana  Bidang  Pengelolaan  Pasar   sesuai dengan 

rencana keja Dinas; 

(2) Melaksanakan  pengaturan  penempatan  pedagang  dalam pasar; 

(3) Melaksanakan  proses  perizinan  penempatan/sewa menyewa atas 

bangunan dalam pasar; 

(4) Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan  jasa 

jasa  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang 

undangan yang berlaku; 

(5) Melaksanakan  pembukuan  atas  hasil  retribusi  serta pendapatan 

lainnya; 

(6) Melaksanakan  pemeliharaan  bangunan,  kebersihan, ketertiban dan 

keamanan pasar; 

(7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(8) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

(9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(10) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

b) Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas : 

(1) Menyusun  rencana  Seksi  Retribusi  dan  Perizinan   sesuai dengan 

rencana kerja Dinas; 
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(2) Melaksanakan  pemungutan  atas  retribusi  pasar  serta pendapatan 

lain dari hasil pengelolaan pasar; 

(3) Melaksanakan  pembukuan  semua  hasil  retribusi  pasar serta 

pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar; 

(4) Membantu  melaksanakan  proses  administrasi  izin penempatan / 

sewa menyewa dari bangunan pasar; 

(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas / kegiatan  kepada atasan. 

c) Kepala  Seksi  Pemeliharaan,  Kebersihan  dan  Ketertiban mempunyai 

tugas : 

(1) Menyusun  rencana  Seksi  Pemeliharaan,  Kebersihan  dan Ketertiban 

sesuai dengan rencana kerja dinas; 

(2) Melaksanakan  kegiatan  pemeliharaan  bangunan  pasar, kebersihan 

dan ketertiban pasar; 

(3) Mengadakan  pengawasan  keamanan  dan  melaksanakan tindakan 

yang bersifat preventif maupun represif; 

(4) Melakukan  tindakan  penyegelan  dan  pembukaan  kembali terhadap 

kios/toko yang bermasalah; 

(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 
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g. UPTD mempunyai tugas: 

1) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang; 

2) Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan 

kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan 

masyarakat; 

3) Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dinas; 

4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati lainnya. 

 

h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas: 

1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi 

yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku; 

2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; 

3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 

yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; 

5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja; 

6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku; 

7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik 

kesimpulan dalam Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi terdapat 2 wajib pajak mineral bukan logam dan batuan 

yaitu wajib pajak penambang dan wajib pajak rekanan pemerintah. Dalam 

pengisian SPTPD wajib pajak penambang bersifat pasif yang artinya wajib pajak 

penambang tidak perlu datang ke Dinas Pendapatan Daerah untuk mengisi data 

objek pajak, SPTPD akan dikirimkan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah ke 

lokasi penambang sedangkan untuk wajib pajak rekanan pemerintah bersifat aktif 

yang artinya wajib pajak datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah untuk 

mengisi SPTPD. Khusus wajib pajak rekanan pemerintah dalam pengisisan 

SPTPD harus membawa surat pengantar dari Dinas atau kantor terkait yang 

memberikan proyek, membawa Surat Perintah Kerja (SPK), serta membawa 

Rencana Anggaran Biaya (RAB). Untuk mekanisme perhitungan, penetapan, 

penyetoran dan pelaporan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak ada 

perbedaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi SPTPD Golongan 2 yang 

digunakan untuk pajak mineral bukan logam dan batuan tidak sesuai karena isinya 

belum mencantumkan file/menu kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan 

batuan. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi membuat 
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SPTPD khusus untuk pajak mineral bukan logam dan batuan seperti SPTPD yang 

digunakan khusus untuk pajak air bawah tanah. Agar wajib pajak yang baru tidak 

mengalami kebingungan dalam pengisian SPTPD.  

Sedangkan untuk pelaksanaan perubahan tarif pajak mineral bukan logam 

dan batuan dari Keputusan Bupati No. 86 Tahun 1999 yaitu 20% menuju 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 yaitu paling tinggi 

25%. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan penyesuaian 

tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi membuat atau mengeluarkan surat keputusan untuk 

memperkuat penyesuaian tarif tersebut. Agar tidak terjadi ketidakvalidan 

penyesuaian atas tarif yang lama dengan tarif yang baru dan Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi tidak dituduh melakukan pungutan liar terhadap 

wajib pajak karena kurang kuatnya aturan tentang penyesuaian tarif tersebut.  
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